
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1310, 2019 KEMENKUMHAM. ORTA. Kantor Imigrasi. 

 

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KANTOR IMIGRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja 

kantor imigrasi yang efektif dan efisien, perlu mengubah 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5216); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5894); 

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1135); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 916); 

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
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Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1441); 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria 

Klasifikasi Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 267); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 19 TAHUN 2018 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR 

IMIGRASI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 916), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 149 

(1) Ketentuan mengenai jumlah, nama, kelas, dan 

wilayah kerja Kanim di lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri. 

(2) Perubahan terhadap Keputusan Menteri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari 

menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara. 

(3) Bagan susunan organisasi Kanim tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
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2. Di antara Pasal 149 dan Pasal 150 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni Pasal 149A sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 149A 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran 

II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Imigrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 September 2019 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

               ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Oktober 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

www.peraturan.go.id



2019, No.1310 -6- 

www.peraturan.go.id



2019, No.1310 
-7- 

www.peraturan.go.id



2019, No.1310 -8- 

www.peraturan.go.id



2019, No.1310 
-9- 

www.peraturan.go.id



2019, No.1310 -10- 

www.peraturan.go.id



2019, No.1310 
-11- 

www.peraturan.go.id



2019, No.1310 -12- 

www.peraturan.go.id



2019, No.1310 
-13- 

 

www.peraturan.go.id


